
DAFTAR PUSTAKA 

Buku:  

Ahsin A Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Cetakan Pertama 

Elsam, Jakarta, 2004 

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali 

Pers: Jakarta. 2016.  

Asshiddiqie Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur 

Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005. 

Huda, Ni’matul, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali 

Press, Jakarta, 2008. 

Farid Wadji, Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil 

Tuhan, Cetakan Pertama Setara Press, Malang, 2019. 

Farid Wajdi. Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi 

Yudisial, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2020. 

Huda, N’imatul Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2011. 

Indrayana, Denny, Negeri Para Mafioso: Hukum disarang koruptor, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2008Marjuzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. 

Prenadamedi Grup: Jakarta 2017. 

Marzuki, Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 

2011 



 
 

Rishan, Idul, Hukum & Politik Ketatanegaraan, Cetakan Pertama FH UII 

PRESS, Yogyakarta, 2020. 

Rishan, Idul, Kebijakan Reformasi Peradilan, Cetakan Pertama FH UII 

PRESS, Yogyakarta, 2019.  

Rofiqul Umam, dkk (Editor), Membangun Jalan Demokrasi, Kesimpulan 

Pemikiran Jakob Tobing tentang Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 

2008.  

Rishan Idul, Hukum & Politik Ketatanegaraan, Cetakan Pertama 

(Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020). 

Soetjipno, Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim, dalam Bunga Rampai 

Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, 2006). 

Tutik Triwulan Titik, ekstensi, kedudukan dan kewenagan Komisi Yudisial, 

Prestasi Pustaka,Jakarta, 2007. 

Wadji Farid, Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil 

Tuhan, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2019). 

Internet: 

Banglore Principles Of Judicial Conduct Adalah Prinsip-Prinsip Yang 

Disusun Oleh Para Hakim Dari Beberapa Negara Dunia Sebagai Standar Kode 

Etik Hakim. Prinsip-Prinsip Ini Didesain Untuk Memberikan Panduan Untuk 

Menyusun Kode Etik Para Hakim Di Seluruh Dunia. 

M. Laica Marzuki, “Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan 

Kehakiman”, Jurnal Konstitusi, Vol. VI No. 2, 2006. 



 
 

M. Laica Marzuki, “Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan 

Kehakiman”, Jurnal Konstitusi , Vol. VI No. 2, 2006. 

Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol13395/Mkky-Sepakat-

Gunakan-Ibanglore-Principlesi-Untuk-Pedoman-Kode-Etik, Akses 27 Agustus 

2021. 

Republika. co.id. Januari 2016, Memperkuat Komisi Yudisial, Diaksed pada 

tanggal 27 Agustus 2021. 

Saldi Isra, Opini Kompas “Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi” 2009.  

Peraturan Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Putusan Pengadilan: 

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibanglore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibanglore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik

